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Abstract: Inclusive disaster management is a crucial aspect of humanitarian efforts, 

ensuring that vulnerable groups, including persons with disabilities, have equal access to 

early warning systems, evacuation procedures, and emergency aid. This study aims to 

develop a model for engaging persons with disabilities in disaster response, focusing on 

experiences from the 2022 Cianjur earthquake. The research employs a qualitative case 

study approach, incorporating in-depth interviews, participatory observations, and policy 

analysis. The findings reveal that persons with disabilities face significant barriers in 

accessing disaster-related information, inadequate disability-friendly evacuation shelters, 

and limited involvement in disaster response planning. However, best practices were also 

identified, including the adaptation of audio-visual early warning systems and the active 

participation of disability communities in emergency response efforts. Based on these 

findings, this study recommends an engagement model that includes capacity building for 

persons with disabilities, strengthening inclusive policies, and integrating their 

representation into disaster management structures. This model is expected to enhance 

disaster preparedness and response efforts, ensuring greater inclusivity and effectiveness 

for all community groups. 

 

Keyword: Inclusive disaster management, persons with disabilities, emergency response, 

disaster policy, accessibility. 

 

Abstrak: Penanggulangan bencana yang inklusif merupakan aspek penting dalam upaya 

kemanusiaan, terutama dalam memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk 

penyandang disabilitas, memiliki akses yang setara terhadap sistem peringatan dini, 

evakuasi, dan bantuan darurat. Studi ini bertujuan untuk mengembangkan model 

pelibatan penyandang disabilitas dalam respon darurat bencana, dengan fokus pada 

pengalaman di Cianjur pascagempa tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi 

partisipatif, serta analisis kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan dalam akses informasi 

kebencanaan, fasilitas pengungsian yang tidak ramah disabilitas, serta minimnya 

keterlibatan mereka dalam perencanaan kebijakan tanggap darurat. Namun, ditemukan 

pula praktik baik dalam adaptasi sistem peringatan dini berbasis suara dan visual, serta 

keterlibatan komunitas disabilitas dalam respon bencana yang efektif. Berdasarkan 

temuan ini, penelitian merekomendasikan model pelibatan yang mencakup peningkatan 

kapasitas penyandang disabilitas, penguatan kebijakan inklusif, serta pengintegrasian 

representasi mereka dalam struktur kelembagaan kebencanaan. Model ini diharapkan 

dapat memperkuat kesiapsiagaan dan respons bencana yang lebih inklusif dan efektif bagi 

semua kelompok masyarakat. 

 

Kata kunci: Penanggulangan bencana inklusif, penyandang disabilitas, respon darurat, 

kebijakan kebencanaan, aksesibilitas. 
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PENDAHULUAN 

 

Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) melaporkan bahwa sekitar 15%  

populasi dunia merupakan penyandang 

disabilitas (Organisasi Kesehatan Dunia, 

2011). Perkiraan ini kemudian digunakan 

untuk memperkirakan jumlah penyandang 

disabilitas di suatu daerah. Menurut 

Humanity and Inclusion (2021), 

penyandang disabilitas memiliki risiko  

lebih tinggi untuk terkena dampak 

krisis/bencana dan risiko  lebih tinggi 

untuk tidak disalurkan bantuan 

kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan 

pascabencana. membantu Sejumlah 

hambatan, baik terkait kondisi lingkungan 

maupun sikap dan diskriminasi, 

meningkatkan risiko keterbelakangan dan 

marginalisasi penyandang disabilitas. 

Sehubungan dengan hal ini, beberapa 

upaya telah dimulai untuk memperkuat 

hak-hak penyandang disabilitas di seluruh 

dunia, seperti Konvensi Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas tahun 2008 dan 

Pedoman inklusi penyandang disabilitas 

dalam  aksi kemanusiaan dari Inter-

Agency Steering Committee (IASC) yang 

diluncurkan pada tahun 2019.  

Di balik inklusi yang diminta oleh 

pedoman global, dalam banyak situasi, 

partisipasi  penyandang disabilitas masih 

belum seimbang, baik sebagai penyintas 

maupun sebagai pelaksana kegiatan 

kemanusiaan. Dibandingkan dengan 

masyarakat umum, penyandang 

disabilitas empat kali lebih besar 

kemungkinannya menjadi korban  

bencana (UNESCAP, 2014). Dalam 

situasi yang disebutkan di atas, 

penyandang disabilitas masih sering 

diabaikan dalam siklus penanggulangan 

bencana, khususnya dalam operasi 

tanggap darurat bencana, dan  jarang 

terlihat sebagai aktor yang memberikan 

kontribusi signifikan (CBM, 2013). 

Demi mengurangi dampak 

bencana, perhatian pada masyarakat 

berisiko salah satunya disabilitas sangat 

diperlukan. Pada tahun 2015, kerangka 

partisipasi bermakna dari penyandang 

disabilitas dan organisasinya telah 

dituangkan, baik langsung maupun tidak 

langsung dalam kerangka Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 

(SFDRR) (Stough & Kang, 2015). Namun 

SFDRR tidak serta merta menghasilkan 

implementasi seperti yang diharapkan. 

Ketimpangan implementasi ditemukan 

sebagaimana disampaikan oleh penelitian 

Craig, dkk. (2019) yang melakukan 

komparasi respon bencana pada 

penyandang disabilitas di Amerika 

Serikat, Australia, dan Filipina. Penelitian 

tersebut menemukan adanya keterbatasan 

alokasi sumber daya dan perbedaan kultur 

yang menjadi hambatan untuk melibatkan 

penyandang disabilitas. Salah satu 

hambatan yang bersifat kultural adalah 

stigma mengenai kelompok disabilitas 

sebagai kelompok yang membutuhkan 

‗pertolongan‘ (help) dibanding 

membutuhkan ‗pemberdayaan‘ 

(empowerment). Akibatnya, menimbulkan 

persepsi bahwa orang dengan disabilitas 

adalah objek kepedulian masyarakat yang 

menimbulkan normalisasi bahwa mereka 

kurang mampu jika dibanding dengan 

masyarakat umum. Hambatan lainnya 

adalah kurangnya sumber daya yang 

dipersiapkan bagi penyandang disabilitas 

pada keseharian maupun pada situasi 

darurat. Hal ini tampak dari kurangnya 

pelatihan bagi penyandang disabilitas 

yang mengakibatkan ketidaktahuan 

mereka saat menghadapi bencana. 

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 

(2012) mencatat pentingnya partisipasi 

bermakna  penyandang disabilitas di 

seluruh siklus manajemen bencana, 

termasuk  perencanaan, kesiapsiagaan,  

tanggap darurat, dan proses pemulihan. 

Upaya ini dinilai mampu menurunkan 

tingkat risiko bagi penyandang disabilitas 

secara signifikan  dan meningkatkan 

kualitas kesiapsiagaan bencana yang 

dilaksanakan pemerintah. Njelesani dkk. 

Tahun 2012 menyebutkan dan merinci 

beberapa hak penyandang disabilitas 

dalam penanggulangan bencana, 

diantaranya: 
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1. Membangun komitmen multi pihak, 

termasuk dengan organisasi 

penyandang disabilitas dalam upaya 

penanggulangan bencana, dan secara 

teratur meninjau ulang kesepakatan 

tersebut untuk disesuaikan dengan 

kondisi dan kebutuhan.  

2. Memberikan kesempatan kepada 

penyandang disabilitas untuk terlibat 

dalam proses pengambilan 

Keputusan. 

3. Mendukung peningkatan kapasitas 

masyarakat, pemerintah, dan para 

pihak yang terlibat dalam 

penanggulangan bencana, untuk 

berinteraksi dengan penyandang 

disabilitas dan menangani korban 

disabilitas dalam situasi krisis.  

4. Menerapkan prinsip ―Universal 

Design” dalam pembangunan 

fasilitas umum dan infrastruktur 

pendukung. 

 

Dengan melakukan empat upaya 

diatas, penyandang disabilitas sebagai 

kelompok paling berisiko dapat secara 

efektif berpartisipasi secara bermakna 

pada setiap siklus penanggulangan 

bencana baik saat sebelum bencana, pada 

saat respon tanggap darurat, maupun 

pemulihan pasca bencana. Risiko yang 

dimiliki oleh penyandang disabilitas dapat 

dikurangi dengan menyertakan mereka 

dalam proses pengambilan keputusan dan 

proses pemenuhan kebutuhan yang 

inklusif. 

Kondisi geografis Indonesia telah 

menempatkan Indonesia sebagai negara 

yang memiliki tingkat risiko bencana 

yang tinggi. Sehingga, sudah semestinya 

pemerintah Indonesia memperhatikan 

keselamatan warga negara dalam 

pengurangan risiko bencana. Undang – 

undang No. 24/2007 tentang 

Penanggulangan Bencana telah 

menyebutkan bahwa penyandang 

disabilitas sebagai kelompok paling 

berisiko perlu mendapatkan dukungan dan 

perlindungan. Perlindungan ini dilakukan 

dengan memberikan prioritas dalam 

situasi bencana diantaranya adalah 

pengamanan, penyelamatan dan evakuasi, 

layanan kesehatan, dan dukungan 

psikososial. Namun demikian, dukungan 

nyata terkait penanganan pada kelompok 

disabilitas belum diberlakukan secara 

khusus sebagaimana disebutkan oleh 

Probosiwi (2013). Diskriminasi 

penyandang disabilitas dalam kegiatan-

kegiatan kemanusiaan, maupun upaya 

penanggulangan bencana secara umum di 

Indonesia masih kerap terjadi, baik karena 

minimnya pengetahuan mengenai 

disabilitas maupun anggapan atau stigma 

bahwa penyandang disabilitas adalah 

kelompok lemah. 

Indonesia memerlukan perubahan 

progresif yang disesuaikan dengan 

kerangka penanggulangan bencana global 

serta cerminan dari praktik kemanusiaan 

untuk membangun aksi kemanusiaan 

yang inklusif, akuntabel, dan berpusat 

pada masyarakat. Penanggulangan 

bencana sebaiknya disesuaikan dengan 

Sendai Framework yang memiliki prinsip 

partisipasi dan kolaborasi dengan semua 

pihak, dengan cara memberikan 

kemudahan akses dan non-diskriminasi 

serta mendukung pihak-pihak yang secara 

tidak proporsional ―ditempatkan‖ dalam 

risiko yang lebih tinggi dimana 

penyandang disabilitas menjadi salah satu 

kelompok tersebut  (SFDRR, 2015; 

Siregar & Wibowo, 2019).  

Tepat pada saat perbincangan 

mengenai peran serta penyandang 

disabilitas dalam respon tanggap darurat 

bencana banyak didiskusikan, beberapa 

organisasi penyandang disabilitas di 

Kabupaten Cianjur secara aktif terlibat 

dalam respon tanggap darurat. Mereka 

terlibat dalm respon tanggap darurat 

bencana gempabumi yang terjadi di 

Cianjur pada bulan November 2022 yang 

lalu. Sejak awal, para penyandang 

disabilitas, terutama mereka yang aktif 

dalam organisasi penyandang disabilitas, 

secara proaktif menghubungi pihak-pihak 

yang dianggap dapat membantu dan 

memberikan dukungan kepada 

penyandang disabilitas. Dengan dukungan 

dari beberapa organisasi kemanusiaan, 

mereka menjalankan operasi tanggap 

darurat bencana.  



Journal of Science and Social Research                          ISSN 2615 – 4307  (Print) 

May 2025, VIII (2): 1861 – 1872                  ISSN 2615 – 3262  (Online) 

Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR 

 

1864 

 

Didalam laporan kegiatan respon 

tanggap darurat yang disusun oleh IBU 

Foundation (IBU Foundation, 2022), 

mereka secara rinci menyebutkan bentuk 

– bentuk kegiatan yang mereka lakukan 

diantaranya adalah kaji cepat bersama 

(inclusive rapid need assessment) untuk 

mengidentifikasi dampak bencana 

khususnya kepada penyandang disabilitas, 

melakukan distribusi bantuan pangan dan 

non-pangan kepada masyarakat 

terdampak bencana, memberikan 

dukungan psikososial, serta melakukan 

advokasi untuk mendorong respon 

kemanusiaan dan pemulihan pasca 

bencana agar lebih inklusif kepada 

pemerintah daerah dan organisasi 

kemanusiaan lainnya (IBU Foundation, 

2022). Namun, dalam laporan evaluasi ini 

tidak banyak disebutkan mengenai faktor-

faktor apa saja yang melatarbelakangi 

inisiatif penyandang disabilitas dan 

organisasinya di Cianjur dan kondisi-

kondisi yang memampukan mereka 

terlibat secara aktif dalam respon tanggap 

darurat bencana.  

Atas dasar situasi ini, penulis 

melihat bahwa partisipasi penyandang 

disabilitas dan organisasinya dalam 

respon tanggap darurat gempa bumi di 

Kabupaten Cianjur dapat dijadikan sebuah 

percontohan/model sehingga dapat 

direplikasi oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, dan menjadi motivasi 

bagi penyandang disabilitas dan 

organisasinya bahwa mereka mampu 

untuk memberikan sumbangsih dan 

kontribusi dalam upaya penanggulangan 

bencana. Pengembangan model dapat 

dilakukan dengan cara mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya mengenai 

faktor-faktor yang memungkinkan (terkait 

kesempatan dan akses) dan memampukan 

(terkait kapasitas) yang ada dalam situasi 

tanggap darurat di Cianjur, sehingga para 

penyandang disabilitas dapat 

berkontribusi dalam pengananan darurat 

bencana di Cianjur.  

 

 

METODE 

 

Jenis penelitian yang  digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis 

tematik. Menurut Heriyanto (2018), 

analisis tematik adalah suatu cara 

menganalisis data dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi pola atau  menemukan 

tema dengan menggunakan data yang 

dikumpulkan oleh peneliti. Metode ini 

merupakan metode yang sangat efektif 

apabila tujuan penelitiannya adalah untuk 

melihat secara detail data kualitatif, harus 

menemukan pola-pola yang berkaitan 

dengan fenomena tersebut dan 

menjelaskan sejauh mana terjadinya 

fenomena tersebut melalui kacamata 

peneliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan wawancara dengan 5 informan 

yang merepresentasikan stakeholder yang 

terlibat dalam mendorong partisipasi 

penyandang disabilitas dalam respon 

darurat bencana di Kabupaten Cianjur 

tahun 2022, sebagai berikut:  

Organisasi Jumlah 

Informan 

Organisasi Penyandang 

Disabilitas 

2 

Organisasi Non 

Pemerintah (NGO) 

1 

Organisasi Non 

Pemerintah Internasional 

(INGO 

1 

 

Dengan menggunakan pendekatan 

analisis tematik, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana penyandang disabilitas dan 

organisasinya di Cianjur dapat terlibat 

dalam tanggap darurat bencana melalui 

―enabling factors‖, baik darSi sudut 

pandang organisasi penyandang 

disabilitas, maupun dari sudut pandang 

pemerintah dan organisasi non 

pemerintah. Lebih jauh, peneliti ingin 

melihat apakah terdapat konteks-konteks 

spesifik yang memungkinkan dan 

memampukan penyandang disabilitas di 

Cianjur dapat terlibat dalam respon 

tanggap darurat bencana tersebut.  

 

Sumber Pustaka/Rujukan 

Berikut ini adalah artikel-artikel 

penelitian sebelumnya yang digunakan 
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sebagai salah satu rujukan. Dari daftar 

tersebut dapat dilihat bahwa sebagian 

besar penelitian dan catatan-catatan 

tentang pelibatan penyandang disabilitas 

dalam penanggulangan bencana adalah 

pada fase pra bencana, baik itu dalam 

konteks pengurangan risiko bencana, 

maupun dalam konteks mitigasi dan 

kesiapsiagaan bencana. Sulit sekali 

menemukan kasus atau fenomena dimana 

penyandang disabiltas yang terlibat dalam 

operasi respon tanggap darurat bencana. 

Karena untuk menemukan fenomena ini, 

kita membutuhkan dua hal yang cukup 

sulit ditemui yaitu, Pertama, penyandang 

disabilitas dan organisasinya yang 

memiliki kemampuan dan pemahaman 

dalam menjalankan operasi tanggap 

darurat bencana. Kedua, adalah fenomena 

bencananya itu sendiri.  

1. Craig, L., Craig, N., Calgaro, E., 

Dominey-Howes, D., & Johnson, K. 

(2019). People with disabilities: 

Becoming agents of change in 

disaster risk reduction. In Emerging 

voices in natural hazards research. 

Butterworth-Heinemann. 

2. Luthfia, A. R. (2020). Urgensi 

pemberdayaan penyandang 

disabilitas di masa pandemi. 

Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi. 

3. Rahmat, H. K., Sari, F. P., Hasanah, 

M., Pratiwi, S., Ikhsan, A. M., 

Rahmanisa, R., & Fadil, A. M. 

(2020). Upaya pengurangan risiko 

bencana melalui pelibatan 

penyandang disabilitas di Indonesia: 

Sebuah tinjauan kepustakaan. Jurnal 

Manajemen Bencana (JMB). 

4. Sloman, A., & Margaretha, M. 

(2018). The Washington Group Short 

Set of Questions on disability in 

disaster risk reduction and 

humanitarian action: Lessons from 

practice. International Journal of 

Disaster Risk Reduction. 

5. Susanti, B. A. D., & Aprilia, E. N. 

(2020). Family disaster planning 

untuk meningkatkan pengetahuan 

dan sikap disabilitas dalam 

menghadapi bencana. Interest: Jurnal 

Ilmu Kesehatan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pemberdayaan penyandang 

disabilitas dalam konteks penanggulangan 

bencana merupakan langkah krusial untuk 

memastikan bahwa mereka tidak hanya 

menjadi penerima bantuan tetapi juga 

aktor yang berperan aktif dalam setiap 

tahapan kebencanaan. Menurut 

Hemingway dan Priestley (2014), 

partisipasi penyandang disabilitas dalam 

perencanaan kebencanaan meningkatkan 

ketahanan mereka terhadap bencana dan 

memperkuat kapasitas masyarakat secara 

keseluruhan. Namun, realitas di lapangan 

menunjukkan bahwa penyandang 

disabilitas masih menghadapi berbagai 

hambatan struktural dan sosial yang 

menghambat keterlibatan mereka dalam 

respon darurat bencana. 

Penelitian ini menemukan bahwa 

organisasi inklusi memainkan peran 

penting dalam membangun jejaring dan 

meningkatkan kapasitas penyandang 

disabilitas untuk berkontribusi dalam 

tanggap bencana. Namun, masih terdapat 

kesenjangan dalam pemahaman 

masyarakat mengenai hak dan potensi 

penyandang disabilitas. Oleh karena itu, 

diperlukan kebijakan progresif yang 

memastikan representasi penyandang 

disabilitas dalam struktur kelembagaan 

penanggulangan bencana. 

Menurut Wisner et al. (2012), 

pemberdayaan penyandang disabilitas 

dalam kebencanaan harus berlandaskan 

prinsip inklusi, partisipasi aktif, dan 

aksesibilitas yang setara. Pemberdayaan 

ini mencakup: 

1. Peningkatan kapasitas 

penyandang disabilitas melalui 

pelatihan kesiapsiagaan bencana. 

2. Peningkatan aksesibilitas terhadap 

informasi dan infrastruktur 

tanggap darurat. 

3. Integrasi penyandang disabilitas 

dalam pengambilan keputusan 

kebencanaan. 
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4. Pembangunan jejaring komunitas 

yang memperkuat keterlibatan 

mereka dalam respons bencana. 
 

Dalam wawancara dengan salah 

satu anggota organisasi penyandang 

disabilitas di Cianjur, seorang responden 

menyatakan: 

"Kami sering dianggap hanya sebagai 

kelompok rentan yang perlu dibantu, 

padahal kami juga bisa berkontribusi. 

Jika diberikan kesempatan dan pelatihan, 

kami bisa membantu dalam evakuasi dan 

mendukung komunitas kami sendiri." 

Berdasarkan hasil penelitian, 

terdapat beberapa tantangan utama dalam 

upaya pemberdayaan penyandang 

disabilitas dalam respon bencana, antara 

lain: 

 

Kurangnya Representasi dalam 

Struktur Kebencanaan 

Meskipun berbagai kebijakan telah 

mengakomodasi hak penyandang 

disabilitas, realitas di lapangan 

menunjukkan bahwa mereka masih 

kurang terwakili dalam struktur 

pengambilan keputusan kebencanaan. 

Sebagian besar responden menyatakan 

bahwa pemerintah daerah belum memiliki 

mekanisme yang efektif untuk melibatkan 

penyandang disabilitas dalam proses 

perencanaan dan tanggap darurat. 

Dalam sebuah wawancara, seorang 

pemimpin komunitas disabilitas 

menyebutkan: "Kami sering tidak 

dilibatkan dalam penyusunan rencana 

tanggap bencana. Padahal, siapa yang 

lebih memahami kebutuhan kami selain 

kami sendiri?" 

 

Stigma dan Stereotip Sosial 

Stigma yang masih melekat di 

masyarakat membuat penyandang 

disabilitas sering kali dianggap sebagai 

kelompok yang tidak memiliki kapasitas 

untuk berpartisipasi aktif dalam respon 

bencana. Hemingway dan Priestley 

(2014) mengungkapkan bahwa hambatan 

sosial ini sering kali lebih signifikan 

dibandingkan hambatan fisik dalam 

proses inklusi penyandang disabilitas. 

Seorang penyandang disabilitas 

yang aktif dalam kegiatan kebencanaan 

menuturkan: "Ketika kami mencoba 

membantu dalam proses evakuasi, sering 

kali orang lain ragu terhadap 

kemampuan kami. Padahal, dengan 

strategi yang tepat, kami bisa 

memberikan kontribusi besar." 

 

Aksesibilitas terhadap Informasi dan 

Pelatihan 

Akses terhadap informasi 

kebencanaan masih menjadi kendala 

utama bagi penyandang disabilitas, 

terutama mereka yang memiliki gangguan 

pendengaran atau penglihatan. Kelman et 

al. (2020) menekankan bahwa sistem 

peringatan dini yang inklusif harus 

menyediakan informasi dalam berbagai 

format, seperti teks braille, video dengan 

bahasa isyarat, dan audio deskripsi. 

Seorang penyandang tunanetra 

menyatakan: "Saat gempa terjadi, saya 

tidak tahu harus ke mana karena tidak 

ada panduan khusus bagi kami. Jika ada 

sistem informasi yang lebih ramah 

disabilitas, pasti kami bisa lebih siap." 

Pemberdayaan penyandang 

disabilitas dalam respon bencana bukan 

hanya tentang memberikan bantuan, tetapi 

juga tentang menciptakan lingkungan 

yang memungkinkan mereka untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam setiap 

tahapan kebencanaan. Dengan 

meningkatkan representasi mereka dalam 

kebijakan kebencanaan, menghapus 

stigma sosial, serta menyediakan 

infrastruktur dan informasi yang inklusif, 

penyandang disabilitas dapat menjadi 

aktor yang signifikan dalam 

penanggulangan bencana. Implementasi 

strategi ini membutuhkan kolaborasi 

antara pemerintah, masyarakat, dan 

organisasi inklusi untuk memastikan 

bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, 

memiliki hak yang sama dalam 

menghadapi bencana. 

Sebagaimana disampaikan oleh 

salah satu responden: "Kami tidak ingin 

hanya dianggap sebagai korban. Kami 

ingin menjadi bagian dari solusi." 
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Berdasarkan temuan penelitian, 

beberapa strategi yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan pemberdayaan 

penyandang disabilitas dalam 

kebencanaan. Pemberdayaan penyandang 

disabilitas dalam kebencanaan merupakan 

langkah penting untuk memastikan bahwa 

mereka tidak hanya menjadi penerima 

bantuan, tetapi juga aktor aktif dalam 

kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan 

bencana. Berbagai strategi dapat 

diterapkan guna meningkatkan peran serta 

penyandang disabilitas dalam ekosistem 

kebencanaan yang inklusif. Diantaranya 

adalah:  

 

Meningkatkan Kapasitas Melalui 

Pelatihan dan Simulasi 

Salah satu pendekatan utama dalam 

pemberdayaan penyandang disabilitas 

adalah melalui peningkatan kapasitas 

mereka dalam menghadapi situasi darurat. 

Pelatihan kesiapsiagaan bencana yang 

dirancang khusus bagi penyandang 

disabilitas menjadi kebutuhan mendesak, 

mengingat bahwa sebagian besar program 

pelatihan yang ada masih bersifat umum 

dan belum mempertimbangkan kebutuhan 

spesifik mereka. 

Pelatihan tersebut dapat mencakup 

berbagai aspek, seperti cara mengenali 

tanda-tanda awal bencana, teknik 

bertahan hidup yang sesuai dengan 

keterbatasan fisik atau sensorik yang 

dimiliki, serta prosedur evakuasi yang 

aman dan efektif. Modul edukasi yang 

digunakan dalam pelatihan ini harus 

berbasis pengalaman nyata yang pernah 

dialami oleh penyandang disabilitas 

dalam situasi bencana. Misalnya, studi 

kasus dari individu tunanetra yang 

berhasil menyelamatkan diri saat gempa 

bumi dapat dijadikan sebagai bahan 

pembelajaran yang relevan bagi peserta 

pelatihan lainnya. 

Lebih lanjut, simulasi evakuasi 

yang melibatkan penyandang disabilitas 

menjadi bagian krusial dalam memastikan 

bahwa mereka memiliki strategi bertahan 

yang sesuai dengan kebutuhan masing-

masing. Dalam simulasi ini, mereka tidak 

hanya berlatih cara mengevakuasi diri 

tetapi juga menguji apakah jalur evakuasi 

yang tersedia benar-benar dapat diakses 

oleh mereka. Simulasi ini juga membantu 

petugas dan relawan memahami 

bagaimana cara terbaik dalam 

memberikan bantuan yang tepat kepada 

penyandang disabilitas selama proses 

evakuasi. 

 

Meningkatkan Keterlibatan dalam 

Perencanaan Kebencanaan 

Penyandang disabilitas sering kali 

tidak terlibat dalam perencanaan 

kebencanaan, sehingga kebijakan yang 

dibuat cenderung tidak sepenuhnya 

mencerminkan kebutuhan mereka. Oleh 

karena itu, mengintegrasikan perwakilan 

penyandang disabilitas dalam komite 

penanggulangan bencana di tingkat lokal 

maupun nasional menjadi langkah 

strategis untuk memastikan bahwa 

perspektif mereka turut dipertimbangkan 

dalam pengambilan keputusan. 

Kolaborasi antara organisasi 

penyandang disabilitas dengan lembaga 

pemerintah dan organisasi non-

pemerintah (NGO) perlu diperkuat guna 

menciptakan kebijakan kebencanaan yang 

lebih inklusif. Kemitraan ini dapat 

mencakup berbagai aspek, seperti 

penyusunan panduan evakuasi yang 

mempertimbangkan kebutuhan 

penyandang disabilitas, penyesuaian 

infrastruktur pengungsian, serta 

pengembangan program pelatihan yang 

lebih inklusif. 

Selain itu, forum konsultatif yang 

memungkinkan penyandang disabilitas 

menyampaikan kebutuhan mereka secara 

langsung kepada pembuat kebijakan harus 

dikembangkan. Forum ini dapat berupa 

pertemuan rutin atau diskusi publik yang 

menghadirkan berbagai pemangku 

kepentingan terkait, termasuk pemerintah, 

organisasi penyandang disabilitas, 

akademisi, dan komunitas lokal. Dengan 

adanya forum ini, penyandang disabilitas 

dapat lebih mudah menyuarakan aspirasi 

mereka, baik dalam hal kebijakan mitigasi 

maupun dalam strategi respons bencana 

yang lebih inklusif. 
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Meningkatkan Kesadaran Masyarakat 

dan Menghilangkan Stigma 

Selain penguatan kapasitas dan 

keterlibatan dalam perencanaan, upaya 

pemberdayaan penyandang disabilitas 

juga perlu difokuskan pada perubahan 

persepsi di masyarakat. Masih banyak 

 

stigma yang berkembang, di mana 

penyandang disabilitas sering kali 

dianggap sebagai kelompok yang 

sepenuhnya bergantung pada bantuan, 

bukan sebagai individu yang dapat 

berkontribusi dalam situasi darurat. 

Kampanye edukasi menjadi salah 

satu strategi yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat 

mengenai hak dan kapasitas penyandang 

disabilitas dalam penanggulangan 

bencana. Kampanye ini bisa dilakukan 

melalui media massa, media sosial, serta 

kegiatan komunitas yang melibatkan 

masyarakat secara langsung. 

Memberikan ruang bagi 

penyandang disabilitas untuk berbagi 

pengalaman mereka dalam menghadapi 

bencana juga merupakan langkah efektif 

dalam mengubah persepsi publik. 

Misalnya, testimoni dari penyandang 

disabilitas yang berhasil menyelamatkan 

diri atau membantu orang lain dalam 

situasi bencana dapat memberikan 

gambaran bahwa mereka bukan sekadar 

korban, tetapi juga mampu bertindak 

dalam kondisi darurat. 

Media juga memiliki peran penting 

dalam membentuk persepsi masyarakat. 

Oleh karena itu, mendorong media untuk 

menampilkan kisah sukses penyandang 

disabilitas dalam kebencanaan dapat 

menjadi cara untuk menginspirasi 

masyarakat dan menunjukkan bahwa 

mereka memiliki potensi yang sama 

dalam menghadapi bencana. 

 

Mengembangkan Infrastruktur dan 

Sistem Informasi yang Inklusif 

Pemberdayaan penyandang 

disabilitas dalam kebencanaan tidak dapat 

dilepaskan dari penyediaan infrastruktur 

yang ramah disabilitas. Salah satu kendala 

utama yang dihadapi penyandang 

disabilitas dalam situasi darurat adalah 

sulitnya mengakses jalur evakuasi yang 

tersedia. Banyak fasilitas umum, 

termasuk tempat pengungsian, belum 

dirancang dengan mempertimbangkan 

kebutuhan penyandang disabilitas, seperti 

kurangnya ramp bagi pengguna kursi roda 

atau tidak tersedianya papan petunjuk 

dalam huruf braille bagi tunanetra. 

Oleh karena itu, penting untuk 

membangun jalur evakuasi yang dapat 

diakses oleh semua kelompok 

masyarakat, termasuk penyandang 

disabilitas. Selain itu, tempat pengungsian 

juga harus dilengkapi dengan fasilitas 

yang mendukung mobilitas dan 

kenyamanan mereka, seperti toilet yang 

ramah disabilitas serta area khusus yang 

dapat digunakan untuk kebutuhan medis 

atau terapi. 

Selain aspek infrastruktur, sistem 

informasi kebencanaan juga perlu 

disesuaikan agar dapat menjangkau 

penyandang disabilitas secara lebih 

efektif. Sistem peringatan dini yang 

digunakan dalam berbagai bencana sering 

kali hanya disampaikan dalam format 

audio atau visual tanpa 

mempertimbangkan kebutuhan spesifik 

kelompok disabilitas. 

Sebagai solusi, sistem peringatan 

dini harus dikembangkan dalam berbagai 

format komunikasi, seperti alarm visual 

yang dapat diakses oleh penyandang 

tunarungu, serta peringatan suara yang 

dapat dimanfaatkan oleh penyandang 

tunanetra. Teknologi berbasis pesan teks 

atau aplikasi yang dilengkapi dengan fitur 

aksesibilitas juga dapat menjadi alternatif 

untuk memastikan bahwa semua 

penyandang disabilitas mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan secara tepat 

waktu. 

Tidak hanya itu, layanan 

pendampingan bagi penyandang 

disabilitas dalam situasi darurat juga perlu 

diperkuat. Pendampingan ini dapat 

dilakukan oleh relawan yang telah 

mendapatkan pelatihan khusus tentang 

cara membantu penyandang disabilitas 

dalam evakuasi maupun dalam mengakses 

layanan di tempat pengungsian. Dengan 



Journal of Science and Social Research                          ISSN 2615 – 4307  (Print) 

May 2025, VIII (2): 1861 – 1872                  ISSN 2615 – 3262  (Online) 

Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR 

 

1869 

 

adanya pendampingan ini, penyandang 

disabilitas dapat lebih mudah menavigasi 

berbagai tantangan yang mereka hadapi 

selama masa darurat. 

 

 

SIMPULAN 

 

Penelitian ini mengungkap berbagai 

dinamika partisipasi penyandang 

disabilitas dalam respon darurat bencana 

gempa bumi di Cianjur tahun 2022. 

Dalam situasi darurat, penyandang 

disabilitas menghadapi tantangan yang 

lebih kompleks dibandingkan kelompok 

masyarakat lainnya. Hambatan yang 

mereka hadapi meliputi keterbatasan 

akses terhadap informasi darurat, 

minimnya infrastruktur yang mendukung 

mobilitas mereka di lokasi pengungsian, 

serta kurangnya keterlibatan dalam 

pengambilan keputusan selama fase 

tanggap darurat. 

Salah satu kendala utama yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah 

keterbatasan akses informasi bagi 

penyandang disabilitas, terutama bagi 

mereka yang memiliki gangguan 

pendengaran dan penglihatan. Informasi 

mengenai jalur evakuasi, lokasi 

pengungsian, serta bantuan yang tersedia 

sering kali tidak disampaikan dalam 

format yang dapat diakses oleh 

penyandang disabilitas, seperti dalam 

bentuk braille bagi tunanetra atau 

penerjemah bahasa isyarat bagi 

tunarungu. Hal ini menyebabkan banyak 

dari mereka tidak mendapatkan informasi 

yang cukup untuk mengambil keputusan 

cepat dalam situasi darurat, yang 

berakibat pada keterlambatan evakuasi 

dan meningkatnya risiko yang mereka 

hadapi. 

Selain itu, penelitian ini juga 

menemukan bahwa kondisi fasilitas 

pengungsian yang tidak inklusif menjadi 

hambatan serius bagi penyandang 

disabilitas. Sebagian besar lokasi 

pengungsian yang didirikan pasca-gempa 

tidak memperhitungkan kebutuhan 

aksesibilitas, seperti jalur evakuasi yang 

dapat digunakan oleh pengguna kursi roda 

atau tersedianya toilet yang dapat diakses 

dengan mudah oleh mereka yang 

memiliki keterbatasan fisik. Kondisi ini 

membuat penyandang disabilitas harus 

bergantung pada orang lain untuk 

memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang 

pada gilirannya dapat mengurangi 

kemandirian mereka dalam menghadapi 

situasi darurat. 

Meskipun demikian, penelitian ini 

juga menemukan adanya berbagai inisiatif 

positif yang dilakukan oleh penyandang 

disabilitas sendiri maupun oleh organisasi 

masyarakat sipil yang peduli terhadap isu 

inklusi. Beberapa penyandang disabilitas 

yang memiliki pengalaman dalam 

komunitas mereka berperan aktif dalam 

menyebarkan informasi kepada sesama 

penyandang disabilitas dan membantu 

advokasi terhadap pemenuhan kebutuhan 

khusus mereka. Selain itu, beberapa 

organisasi berbasis komunitas telah 

berperan dalam menyediakan layanan 

khusus bagi penyandang disabilitas 

selama masa tanggap darurat, seperti 

pendampingan psikososial dan distribusi 

bantuan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan mereka. 

Berdasarkan temuan ini, penelitian 

ini merekomendasikan adanya 

peningkatan kebijakan dan praktik 

inklusif dalam penanggulangan bencana 

di masa depan. Pemerintah dan lembaga 

kemanusiaan perlu memastikan bahwa 

penyandang disabilitas dilibatkan secara 

aktif dalam proses perencanaan dan 

implementasi program tanggap darurat. 

Simulasi bencana yang melibatkan 

penyandang disabilitas, penyediaan 

informasi yang lebih aksesibel, serta 

pembangunan infrastruktur yang ramah 

disabilitas merupakan beberapa langkah 

konkret yang perlu dilakukan agar mereka 

dapat berpartisipasi secara lebih setara 

dalam upaya penanggulangan bencana. 

Selain itu, koordinasi antara 

berbagai pihak—termasuk pemerintah, 

organisasi non-pemerintah, komunitas 

lokal, serta penyandang disabilitas itu 

sendiri—perlu ditingkatkan agar respons 

bencana dapat lebih efektif dan inklusif. 

Tanpa adanya komitmen yang kuat 
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terhadap inklusi, penyandang disabilitas 

akan terus menghadapi risiko tinggi 

dalam setiap kejadian bencana. Oleh 

karena itu, penting bagi semua pihak 

untuk mengadopsi pendekatan berbasis 

hak dalam pengelolaan bencana, di mana 

setiap individu, termasuk penyandang 

disabilitas, memiliki akses yang sama 

terhadap perlindungan dan layanan 

kemanusiaan yang layak. 

Dengan mengembangkan sistem 

tanggap darurat yang lebih inklusif, 

diharapkan di masa mendatang 

penyandang disabilitas tidak hanya 

menjadi penerima manfaat dalam situasi 

bencana, tetapi juga dapat berperan aktif 

dalam memperkuat ketangguhan 

komunitas mereka. 
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